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BAB II 

PEMBATALAN NIKAH DENGAN ALASAN PEMALSUAN 

STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada 

semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang  ditetapkan  oleh  

Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh 

keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak 

melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.1 

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai 

lelaki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain  pihak, 

dalam mana si wali menyatakan pemasrahannya (ija>b) yang disusul oleh 

pernyataan penerimaan (qabu>l) bakal suami, dan di saksikan oleh dua 

orang saksi.2 

Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata  tercermin dalam  

konotasi  makna  biologis  dari  pernikahan  itu  sendiri,  akan tetapi  juga  

sekaligus  menyiratkan  dengan  jelas  hubungan  psikis kejiwaan ataupun 

                                                           
1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cet. Pertama, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
1999), 9. 
2  Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Amico. 1985), 123. 
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kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan 

biologis. 

Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri, bahkan 

hubungan orang tua dengan  anak,  yang akan mencerminkan hubungan 

kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan  martabat  manusia itu 

sendiri. Dengan demikian, melalui pernikahan akan menimbulkan  

hubungan  komunitas  sosial  yang dapat diwujudkan dalam konteks yang 

sangat luas. 

Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

pernikahan/perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mi>thaqan ghali>z}an) 

untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.3 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama  kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya. Karena  pernikahan  dapat  mengurangi 

kemaksiatan, baik dalam bentuk  penglihatan  maupun  dalam  bentuk  

perzinaan. Sebagai insan ciptaan Allah SWT, manusia dibekali dengan 

keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu adalah 

salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan ekosistem kehidupan 

umat manusia di muka bumi. 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ”kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

                                                           
3Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, cet. Ke-3, edisi pertama (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 40. 
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melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.4 Perkawinan disebut juga 

”pernikahan”, berasal dari kata )  نكاح  ) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan dan di gunakan untuk arti bersetubuh 

(wat’{i).5 Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.6 

Menurut Al-Qur’an, Allah berfirman pada Qs.Al A’raaf ayat 189 

                             

                                  

              

Artinya: “ Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan 
dari padanya,  Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 
kepadanya. Maka setelah dicampuri, isterinya itu mengandung 
kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 
waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-
isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 
Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, 
tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.7 
  

Jadi menurut al-Qur’an, perkawinan adalah menciptakan 

kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak serta orang tua, 

agar tercipta suatu kehidupan yang aman dan tentram (sa>kinah), 

pergaulan yang saling{}}{ mencintai (mawa>ddah) dan saling menyantuni 

(ra>hmah).8 

                                                           
4
 DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-3, edisi  kedua,( Jakarta: Balai Pustaka, 

1994) , 456. 
5 Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, S}ubu{l al-Sa>lam, Jilid 3 (Bandung: Dahlan,t,t), 109. 
6Wahbah al-Z{uhaily , Al-Fiqh Al- Isla>mi> wa Adillatuh, (Beirut: dar al-fikr,1989), 29. 
7 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani ,2011), 
175. 
8 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara,1999),3-4. 
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Selain itu banyak pendapat yang diberikan orang mengenai 

pengertian perkawinan ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak 

memperlihatkan adanya pertentangan antara satu pendapat dengan 

pendapat lainnya. 

Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah:  

a. Menurut Wahbah al-Z{uhaily, 

Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-

istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wat}’i  

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan 

baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.9 

b. Menurut Ha>nabilah  

Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inka>h yang 

bermakna tajwi>z dengan maksud mengambil manfaat untuk 

bersenang-senang.10 

c. Menurut Hana>fiah 

Nikah adalah akad yang memberi faidah untuk melakukan 

mut’{ah secara sengaja.   

Pentingnya  arti  dan  tujuan  perkawinan,  maka  segala  sesuatu  

yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam 

dan hukum negara, dengan terperinci dan lengkap. Suatu  perkawinan 

adalah  sah  baik menurut  hukum  agama  maupun  hukum  negara, 

                                                           
9Wahbah al-Z{uhaily , Al-Fiqh Al- Isla>mi> wa Adillatuh , Juz VII, 29. 
10 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘ala Madha>hib al-Arba’a>h, Juz IV  (t.tp. Dar Ihya al-Turas 
alArabi, 1986).3. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

 
 

bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta 

tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan 

yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan 

rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 

2. Rukun Perkawinan 

Menurut syari’ah Islam segala perbuatan hukum harus memenuhi 

dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam 

setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam 

setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka 

perbuatan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula 

untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya. 11 

Pernikahan  dianggap sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat 

nikah. Rukun nikah menurut Yunus bagian dari hakikat perawinan yang 

wajib terpenuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, 

perkawinan tersebut, dianggap batal. 

Adapun rukun dan syarat sah nya perkawinan dalam Islam adalah:  

a. Adanya calon Pengantin lelaki (suami) 

b. Adanya calon Pengantin perempuan (isteri) 

c. Wali dari pihak pengantin perempuan 

d. Adanya dua orang saksi lelaki 

e. Ija>b dan qabu>l (aqad nikah) 

                                                           
11 M. Munir, Ghazali, Abdul Gani dkk, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, (Jakarta, Depag, 
1983), 34-35. 
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Adapun rukun pernikahan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam mengikuti sistematika fikih. Hal ini, dimuat dalam Pasal 14 KHI 

yang mana dalam melaksanakan perkawinan harus ada: 

a. Calon suami 

b. Calon isteri  

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ija>b dan qabu>l 

3. Syarat-syarat Sah Nikah 

Adapun yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi 

mempelai, wali, saksi dan ija>b qabu>l.12 Apabila syarat-syaratnya 

terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak 

dan kewajiban sebagai suami isteri. 

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan dalam 

hukum Islam  ada dua : 

a. Calon mempelai perempuanya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri, perempuannya itu bukan merupakan orang yang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk semetara maupun 

untuk selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi13  

                                                           
12 Sa’ib Tholib Al-Hamdani, Risalah Nikah, cet. Ke-3 (Jakarta, Pustaka Mani,1989) , 3. 
13 Sayid sabiq, Fiqh al-Sunnah, cet ke-4 ,jilid 2 (Beirut: Dar  al- fikr,1983),78. 
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Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-

syarat sebagai berikut : 

a. Syarat-syarat pengantin pria : 

Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi 

oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: 

1) Calon suami beragama islam 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 

3) Orangnya diketahui dan tertentu 

4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan cal\on isteri 

5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta tahu 

betul calon isterinya halal baginya 

6) Tidak ada paksaan  

7) Tidak ihrom 

8) Tidak punya isteri yang haram di madu dengan calon isteri 

9) Tidak sedang ber isteri empat 

b. Syarat calon pengantin perempuan : 

1) Islam 

2) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa 

3) Wanita itu tentu oranngnya 

4) Halal bagi calon suami 

5) Wanita itu tidak dalam masa iddah 

6) Tidak terpaksa 

7) Tidak dalam keadaan ihrom dan haji 
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Untuk syarat-syara s}ighat, hendaknya dilakukan dengan bahasa 

yang dapat di mengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima aqad, 

dan saksi. S}ighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan 

waktu lampau, sedang lainnya dengan kalimat menunjukkan waktu yang 

akan datang. Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 

perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak” , 

kemudian dijawab “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. 

Permintaan dan jawaban itu sudah berarti pernikahan.14 

Menurut ilmu fiqh calon suami atau isteri harus memiliki identitas 

seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Jelas disini juga 

menyakut dengan kejelasan identitas dirinya. Keduanya harus terbebas 

dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan 

perkawinan. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam persyaratan-persyaratan 

perkawinan diatur dalam pasal berikut ini:15 

Pasal 15 

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. I tahun 1974, yakni 
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat 
izin sebagaimana yang di atur pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) 
Undang-Undang No. I tahun 1974 

 

                                                           
14 Ibid, 71 
15 Departemen Agama. RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: 2003), 133-134. 
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Pasal 16 

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 
 

Pasal 17 

1. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

Pasal 18 

1. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan 
pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur 
dalam bab VI Tentang larangan Perkawinan. 

 
   

B. Pembatalan Nikah 

1. Pengertian pembatalan nikah 

Pembatalan nikah adalah pembatalan pernikahan oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun dari  

suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama, karena telah 

dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan islam.16 

Arti pembatalan menurut bahasa adalah : persyaratan batal (urung, 

tidak jadi) dari kata dasar batal, yaitu tidak sah lagi, tidak belaku sia-

sia.17 Sedangkan batal menurut istilah yaitu “rusaknya hukum yang 

ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi 

syarat dan rukunnya, sebagaimana yang diterapkan oleh shara’. 

Pembatalan adalah putusnya pernikahan disebabkan para pihak 

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, ini 

berarti bahwa pernikahan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-

                                                           
16 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,(Jakarta:PT.Rineka Cipta 1991), 21. 
17 W.J.S.Poerwadarminto, kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1998), 95.  
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syarat, sedang pernikahan semacam itu yang sudah terlanjur, maka dapat 

dibatalkan.18 

Sedangkan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  22  

dikatakan bahwa: 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat untuk melangsungkan perkawinan.‟ 

  
Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut Penjelasan  atas pasal 

22 UU No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa  batal  atau  bisa  tidak  batal,  

bilamana  menurut  ketentuan  hukum agamanya masing-masing tidak 

menentukan lain. Terdapat  kesan  bahwa  pembatalan  perkawinan  

terjadi  karena  tidak berfungsinya  pengawasan  baik  dari  pihak  

keluarga  atau  pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur 

terlaksana  yang mana setelah itu  ditemukan  pelanggaran  terhadap  UU  

No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan maupun terhadap hukum 

munakahat. 

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang 

menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan  itu  tidak  

sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan  

itu sendiri berasal dari kata “batal‟ yang artinya menganggap tidak sah,  

tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa  

perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau 

tidak pernah dianggap ada. 

                                                           
18 Arso Sasroatmodjo dan A,. Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan DI Indonesia, Cet. 3,(Jakarta: 
Bulan Bintang 1981), 67.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

 
 

Sehubungan dengan sahnya pernikahan, perlu diperhatikan juga 

ketentuan syarat-syarat dan rukun pernikahan, perlu diperhatikan juga 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila 

di kemudian hari di temukan penyimpangan terhadap syarat sahnya 

perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.       

Batalnya pernikahan menjadikan ikatan pernikahan yang telah ada 

menjadi putus. Ini berarti bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak ada, 

bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang pernikahannya dibatalkan 

dianggap tidak pernah menikah sebagai suami isteri. 

Pembatalan nikah dalam hukum Islam disebut fasa>h} yang artinya 

merusakkan atau membatalkan. Jadi fasa>h} sebagai salah satu sebab 

putusnya pernikahan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan 

pernikahan yang telah berlangsung19. Sedangkan menurut istilah fiqh, 

ialah pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau 

muhakam.20 Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang 

pembatalan nikah, namun untuk sekedar memberikan batasan agar 

dipahami apa yang dimaksud pembatalan nikah tersebut, maka 

pembatalan nikah diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh 

keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan yang 

dilaksanakan batal. 

                                                           
19 Ahmad azhar basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 8. 
20 Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama, 
(Bandung: CV. Dipononegoro, 1991), 7. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

 
 

Selain fasa>h} ada juga istilah yang hampir sama dengan fasa>h} yaitu 

fasi>d. Maksud dari fasi>d adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang 

diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah 

dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan di 

langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. 

Baik istilah fasa>d maupun istilah batal sama-sama berarti suatu 

pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak 

mencukupi syarat atau rukunya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak 

lengkapnya syarat atau karena ada penghalang (mani>’) bisa disebut akad 

fasa>d dan boleh pula disebut akad batal.21 

Menurut bahasa fasi>d berasal dari bahasa arab fasada, yafsudu, 

fasdan yang berarti rusak.22 Dinyatakan dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-

Maz}a>hib al-Arba’a>h    

 مِنْ  ركُْنٌ  ااَحْتَلَّ م هُوَ  طِلُ  باَ الْ وَالنّكاَحُا شُرُوْطِهِ  شَرْطُمِنْ  لَّ هُوَمااَحْتَ  الْفاَسِدُ  الَنّكاحَُ 

حُكْمُهَمأوَاحِدُ  وَالْباطَِلُ  الْفاَسِدُ  وَالنِّكاحَُ  ارَكْانهِِ   

“nikah fasi>d adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari 
syarat-syaratnya, sedang nikah bat}il adalah apabila tidak 
memenuhi rukunnya, hukum nikah fasi>d dan bat}il adalah sama, 
yaitu tidak sah.23  

 

                                                           
21 Satria Effendi M. Zein, Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis 
Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah, (Jakarta : prenada Media, 2004), 21. 
22 A.W. Munawir, Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (surabaya: Pustaka Progresif, 
1997),92. 
23 Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV,(Beirut Libanon:Dar 
Kitab Al-Iimiayah,1999),118.  
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Adapun pengertian Fasa>h} nikah menurut sayyid sabiq dalam 

bukunya Fiqh As-Sunnah 8 menyebutkan bahwa memfasa>h} nikah berarti 

membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami isteri.24 

Sedangkan menurut Muhammmad Abu Zahrah adalah: 

قُهَ  أمََّاالْفَسَخُ    اقْتتـَرَنَ  لآَمْرٍ  تَـوَاكٌا اوَْيَكُوْنُ ,  لقاءَالنّككَاحُ  يمَنَْنعُ  عَارِضُ  هُ انََّ  فَحَقِييـْ

رُ  الَْعَقْرَ  باِْلآنَْشَاءِجَعَلاَ  الْلاَزمِِ  غَيـْ  

Artinya: adapun Fasa>h} (nikah) itu sebenarnya adalah datang 
kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah sebagai sesuatu 
usulan terhadap perkara yang bersama-sama dengan timbulnya 
nikah, sehingga dijadikan akad itu tidak lazim.25 

 
Fasa>h} dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut : 

a. Setelah aqad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara 

kandung atau saudara sesusuan pihak suami. 

b. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak 

meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti 

ini disebut khiya>r baligh, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami 

istri, maka hal ini disebut fasa>h} baligh. 

c. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak 

mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (f>asa>h}) karena 

kemurtadan yang terjadi belakangan. 

d. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap 

dalam kekafirannya. 

                                                           
24 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz VII (Bandung:PT.Al-maarif, t.th),124. 
25 Muhammad Abu Zahrah,Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah,(Beirut: Dar Al-fikri Al-Arabi,t.th),324. 
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Berdasarkan definisi pembatalan nikah diatas, bahwasannya 

perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat dan 

rukunnya. 

Jadi ada dua unsur dalam pembatalan nikah, yaitu: 

a. Tidak terpenuhinya rukun pernikahan 

Rukun adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.26 Jadi rukun 

adalah suatu yang harus ada dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu. Misalnya ada calon mempelai laki-

laki/perempuan dalam pernikahan. Menurut Syafi’iyah, rukun 

perkawinan ada lima, yaitu: 

1) Calon suami 

2) Calon isteri 

3) Wali 

4) Dua orang saksi 

5) Si{ghat27 

Hal tersebut senada dengan apa yang disebutkan oleh 

H>ana>bilah, dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan 

syarat perkawinan.  

  

                                                           
26 Amir Syarifuddin.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 59. 
27 Abdurrahman al-Ja>ziri. Kitab al-Fiqh’ Ala Mazahib al-Arba’ah,.18-20. 
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b. Tidak Terpenuhinya syarat pernikahan 

Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak 

merupakan unsurnya.28 Jadi syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Misalnya, kedua calon 

mempelai harus memberikan persetujuannya. 

Ada beberapa pendapat diantara para ulama mujtahid tentang 

syarat-syarat pernikahan yaitu : 

Pendapat pertama dari syafi’iyah, yang menjadi syarat 

pernikahan diantaranya adalah:29 

1) Syarat s}ighat: 

a) Orang yang berakad harus mengerti makna lafadz s}ighat 

b) Lafadz s}ighat harus jelas 

c) Sah mendahulukan qabu>l dari ija>b 

2) Syarat wali: 

a) Laki-laki 

b) Mempunyai hubungan nasab 

c) Baligh 

d) Berakal  

e) Adil  

f) Bisa melihat 

g) Seagama 

                                                           
28 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 59. 
29 Abdurrahman al-Ja>iziri. Kitab al-Fiqh’ Ala Mazahib al-Arba’ah,18-20. 
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h) Merdeka 

3) Syarat calon suami: 

a) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon isteri 

b) Tidak dipaksa 

c) Jelas/ tertentu orangnya 

d) Mengetahui mengenal calon isteri 

4) Syarat calon isteri: 

a) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon suami 

b) Jelas/ tertentu orangnya  

c) Tidak ada halangan menikah 

d) Tidak sedang berada dalam pernikahan dengan orang lain 

e) Tidak sedang dalam masa iddah 

5) Syarat saksi: 

a) Merdeka 

b) Dua orang laki-laki 

c) Adil  

d) Tidak buta dan bisu 

Pendapat kedua dari hanabilah, yang menjadi syarat pernikahan 

diantaranya adalah:30 

1) Syarat si{ghat: 

a) Menyebutkan nama calon suami-isteri dalam lafadz 

b) Tidak sah mendahulukan kabul dari ijab 

                                                           
30 Ibid,. , 20-21 
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c) Segera dalam ija>b dan qabu>l 

d) Diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa arab 

2) Syarat kedua calon suami isteri 

a) Tidak dipaksa 

b) Dapat memberikan persetujuan  

c) Baligh 

d) Berakal  

e) Merdeka 

3) Syarat wali 

a) Laki-laki 

b) Berakal 

c) Baligh 

d) Merdeka 

e) Seagama 

4) Syarat saksi 

a) Dua orang laki-laki 

b) Baligh 

c) Berakal 

d) Adil 

e) Sah kesaksian budak 

f) Islam  

g) Bisa mendengar dan berbicara 

h) Bukan ayah atau anak dari kedua calon suami isteri 
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i) Sah kesaksian orang buta dan musuh orang calon suami isteri. 

2. Sebab-sebab  pembatalan nikah (fasa>h  nikah) 

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan 

terjadinya fasa>h}, yaitu sebagai berikut: 

a. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini, Rasulullah 

bersabda: 

 بَنيِْ  مِنْ  أةًَ  اِمْرَ  تَـزَوَّجَ   وسلم عليه االله صلى االلهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هعن االله رَضِي زَيْدٍ  بْنِ  كَعْبِ  عَنْ 

هَا دَخَلَ  فَـلَمَّا غِفَارٍ،  زَ  نحَْا فاَ ضًا بَـيَا أبَْصَرَبِكَشْحِهَا الْفِراَشِ  عَلَى وَقَـعَدَ  ثَـوْبهَُ  فَـوَضَعَ  عَلَيـْ

 و أحمد رواه ( شَيْئًا هَا أتَاَ ممَِّا خُذْ  يأَْ  ولمََْ  سِيابََكِ  عليكِ   خُذِى : قاَلَ  ثمَُّ  الْفِراَشِ  عَنِ 

  ) يالبيهق
Dari Ka’ab Bin Zaid radhiallahu ‘anh bahwasanya Rasulullah 
shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menikahi seorang perempuan 
bani Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemuinya dan 
perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas 
tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau 
berpaling seraya berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan 
beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah 
diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad dan Baihaqi) 

 
b. Karena gila 

c. Karena penyakit kusta.  

Berkenan dengan hal itu, Umar berkata: 

اَ:  قاَلَ  عَنْهُ  االله رَضِيَ  عُمَرَ  عَنْ   اقُـهَاصَدَ  فَـلَهَا هَافَمَسَّ  بَصَرٌ  أوَْ  مُ  جُذَا أوَْ  جُنـُوْنٌ  وَِ�اَ إِمْرَأةًَ  جَ تَـزَوَّ  رَجُلٍ  ايمََّ

  )والشافعى مالك رواه( وَليِـِّهَا عَلَى غُزَمٌ  لِزَوْجِهَا وَذَالِكَ  كَمِلآً 

Dari Umar ra berkata: Bilamana seorang laki-laki menikah seorang 
perempuan, dan pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau 
berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak 
baginya menikahinya dengan sempurna. Dan yang demikian itu 
hak bagi suaminya utang atas walinya.31 

 

                                                           
31 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Cet.1, edisi. Pertama, (Bogor:Kencana, 2003), 146. 
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d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan 

sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat. 

اَ : قاَلَ  عنه االله رضي مُسَيَّبِ الْ  ابْنِ  سَعِيْدِ  عَنْ   فإَِ  تخَيَـَّرُ  فإَِنَّـهَا ضَرَرٌ  أوَْ  جُنـُوْنٌ  وَهُوَ  مْرَأةٍَ  باِ تَـزَوَّجَ  رَجُلٍ  ايمَُّ

  لك الما رواه  فاَرَقَتْ  شَاءَتْ  وَإِنْ  قَـرَّتْ  شَاءَتْ  نْ 

Dari Sa’id bin Musayyab radhiallahu ‘anh ia berkata: Barangsiapa 
di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan 
pada laki-laki itu terdapat tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang 
membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika 
mau ia tetap dalam perkawinannya dan jika berkehendak cerai 
maka perempuan itu boleh bercerai.” (HR. Malik) 

 
e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang 

menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). 

اَ:  قاَلَ  عَنْهُ  االله رَضِيَ  عَلِيِّ  عَنْ   أَوْمجَْنُـوْنةََ  بَـرْصَاءَ  هَا دَ فَـوَجَ  ِ�اَ فَدَخَلَ  اِمْرأَةًَ  تَـزَوَّجَ  رَجُلٍ  ايمَُّ

هَا غَرَّهُ  مَنْ  عَلَى لَهً  وَهًوَ  هَا إِيَّا بمِسَِيْيٍ  الصّدَاقَ  فَـلَهَا أوَْمجَْدُوْمَةَ   فَـزَوْجُهَا قَـرْنٌ  ِ�اَ أوَْ  مِنـْ

  فَـرْجِهَا مِنْ  استَحَّل بمِاَ الْمَهْرُ   فَـلَهَا مَسَّهَا فإَنْ  باِلخيَِارِ 

  )رمنصو  بن سعيد رواه( 
Dari Ali ra. Berkata/; Barangsiapa laki-laki yang mengawini 
perempuan, lalu dukhu>l dengan perempuan itu, maka diketahuinya 
perempuan itu, terkena balak (penyakit belang kulit), gila atau 
penyakit kusta, maka hak baginya maskawin dengan sebab 
menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak 
bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang diatas orang yang 
telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada 
daging tumbuh (difarjinya, hingga menghalangi jima’ ) suami itu 
khiyar (memilih). Apabila ia telah menyentuhnya maka hak 
baginya maskawin sebab barang yang telah di halalkannya dengan 
farjinya. 

 
f. Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai 

apa yang dimaksudkan dengan nikah.  

سَيَّبِ  ابْنْ  سَعِيْدِ  عَنْ 
ُ
 سعيد رواه( سَنَةَ  يُـؤَجَلُ  الْعِنـَّينَْ  أنَّ  عُمَرُ  قَضَى:  قاَلَ  عَنَهُ  االله رَضِي الم

  )منصور بن
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Dari Sa’id bin Musayyab ra. Berkata: Umar bin Khattab telah 
memutuskan bahwasannya laki-laki yang ‘anah diberi janji satu 
tahun. 

 
Dalam suatu riwayat dari Sa’id bin Musayyab radhiallahu ‘anh ia 

berkata. “Umar bin Khathab telah memutuskan bahwasanya laki-laki 

yang ‘unnah diberi tenggat satu tahun sebelum dijatuhkan f>asa>h}.” 

Seperti itu juga pendapat Ibnu Mas’ud. Diriwayatkan dari ‘Utsman 

bahwa laki-laki yang ‘unnah tidak diberi tenggat, dari al-Harits bin 

‘Abdillah bahwa laki-laki yang ‘unnah diberi tenggat sepuluh bulan. 

Imam Ahmad, al-Hadi dan ulama’ lain menyatakan bahwa pada keadaan 

seperti itu tidak terjadi fasa>h}.32 

3. Faktor-faktor pembatalan nikah 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaanya, yaitu ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-

undang ini.33 

Menurut istilah ushul Fiqh, kata sah digunakan kepada suatu 

ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan 

rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam 

kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah 

bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian 

pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan 

                                                           
32 As-Shon’ani, Subu}lussa>lam, (Beirut: Darul kutub ilmiyah/III, t,t),140. 
33 K. Wanjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1976),16. 
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rukunnya perkawinan itu sendiri. Sedangkan fasi>d  atau batal, merupakan 

lawan dari sah, yang berarti  tidak memenuhi/melengkapi syarat dan 

rukun suatu ibadah atau aqad.34 

Ada beberapa faktor yang dapat membatalkan suatu pernikahan, 

diantaranya yaitu : 

a. S}iqaq 

Yaitu adanya pertengkaran suami dan isteri yang terus 

menerus. Ketentuan tentang s}iqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa 

ayat 35. 

                            

                         

Artinya: jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam( juru pendamai) dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 
jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 
b. Adanya cacat  

Yaitu cacat yang terdapat pada diri isteri atau suami, baik cacat 

rohani maupun jasmani. Cacat ini mungkin terjadi sebelum 

perkawinan, baik sudah diketahuai setelah aqad berlagsung ataupun 

setelah suami isteri melakukan hubungan.  

  

                                                           
34 Satria Efendi M.Zein,Jurnal Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam, (Jakarta:Al Hikmah 
dan Ditbinbapera Islam, No.31 tahun VIII 1997), 121-122. 
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c. Ketidak mampuan suami memberi nafkah  

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, 

karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri. 

d. Suami ghaib (al- mafqu>d) 

Maksud ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat 

tinggalnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana 

keberadaannya dalam waktu yang lama. 

e. Dilarangnya perjanjian dalam pernikahan  

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat melakukan 

perjanjian pernikahan. Pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan. 

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan 

diberikan secara rinci oleh para ulama dari ke empat mazhab seperti 

tersebut dibawah ini.35 

Menurut mazhab Hanafi>, kasus-kasus dibawah ini adalah fasa>h}. 

1) Pisah karena suami isteri murtad 

2) Perceraian karena pernikahan itu fasa>d (rusak) 

3) Perpisahan karena tidak seimbangnya status (kufu>) 

4) Atau suami tidak dapat di temukan 

Sedangkan fasakh menurut Madzhab Syafi’i dan Hanbali>: 

1) Pisah karena salah satu mengalami cacat 

2) Perceraian karena berbagai kesulitan (I’sar) suami 

                                                           
35 A. Rahman I Doi, kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Grafindo Persada, 
1996), 309-310. 
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3) Pisah karena li’an 

4) Salah seorang dari suami isteri murtad 

5) Pernikahan itu rusak (fasa>d) 

6) Tidak adanya kesamaan status (kufu>) 

Adapun pernikahan itu menjadi fasa>h} berdasarkan Madzhab 

Maliki dalam status dibawah ini: 

1) Terjadinya Li’an 

2) Fasa>dnya pernikahan 

3) Salah satu dari pasangan tersebut murtad 

Apabila terjadi pembatalan pernikahan, baik dalam bentuk 

pelanggaran terhadap hukum pernikahan, atau terjadinya halangan 

yang tidak memungkinkan dilanjutkannya pernikahan, maka terjadilah 

akibat hukum yaitu tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada 

mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddahnya. Akan 

tetapi, apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan 

perkawinannya, maka mereka harus melakukan akad nikah yang baru. 

Akibatnya pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi 

bilangan t}alaq.36 

4. Dasar-Dasar Hukum Pembatalan Nikah ( Fa>sah} ) 

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas 

dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
36 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
undang perkawinan.  253. 
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perkawinan, bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak 

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. 

Selain pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam 

pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa : 

pasal 24 
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 
dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1ayat (2) dan pasal 4 
undang-undang ini. 
 
Dasar hukum pembatalan perkawinan juga di atur di dalam 

Kompilasi Hukum Islam dengan 2 ketentuan, yakni tentang batalnya 

perkawinan dan dapat dibatalkannya perkawinan. Ketentuan tersebut di 

atur di dalam pasal 70,71 dan 72 (a), adapun isi pasalnya yaitu: 

 
                                    Pasal 70 

            Perkawinan batal apabila: 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tudak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekaipun salah satu 
dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. 

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah 
habis masa iddahnya.  

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah 
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 
perkawinan menurut pasal 8 Undag-undang No.1 Tahun 1974 

e.  
Pasal 71 

 
Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila: 
 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
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b. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui masih  menjadi  
istri pria yang mafqud. 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang 
lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak. 

 

Pasal 72 (a) 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan 
terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau diri isteri. 

 
Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan 

perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, 

yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga 

Kompilasi Hukum Islam.  

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini 

dikemukakan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits-hadits yang menjelaskan  

tentang nikah yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan 

rukun nikah. Dalam hukum Islam, terdapat suatu riwayat dari Aisyah ra, 

bahwasanya anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada 

Rasulullah saw dan ia hampir kepadanya. Ia berkata : “Aku berlindung 

kepada Allah dari padamu”.  
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Maka Rasulullah bersabda :  

   ماجه ابن رواه:   هَلْكِ باِْ  اَلحَْقِّ  
Kembalilah kepada keluargamu (H.R.Ibnu Majah).37 

 
Hadis di atas menunjukkan adanya pembatalan perkawinan yang 

telah dipraktekkan dalam Islam, bahkan oleh Rasulullah saw sendiri. 

Bahkan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu akad, 

termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi 

aturan yang telah ditetapkan, secara otomatis batal, sekalipun tidak 

dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. 

Jika fasi>d nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-

ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin 

sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 22-24.  

                          

                         

                       

                        

                           

                           

                          

                           

                                                           
37 Baqy, Sunan Ibnu Majah, Juz I, (Bairut-Libanon : al-Maktabat al-Ilmiyyah, tth.).  
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                       

                          

 

Artinya:” dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau.sesungguhnya perbuatan amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yanng ditempuh).  
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
24. Dan (diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang 
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang 
)yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan 
dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) Yang demikian 
itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan 
untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan 
dari mereka, berikanlah mas kawinnyakepada mereka sebagai 
suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara 
kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh 
Allah Maha mengetahui, maha bjijaksana. (QS. Ani_Nisa’22-24)38  
 
Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori: 

هَا االله رَضِيَ  يَّةِ  الأنَْصَارِ  خِذَامٍ  بنِْتِ  خَنْسَاءَ  عَنْ   رهَِتْ فَكَكَ , ثَـيِّبٌ  وَهِيَ  زَوَّجَهَا أبَاَهَا أَنَّ  عَنـْ

 نِكَاحَهُ  فَـرَدّ  مَ وَسَلّ  عَلَيْهِ  االله صَلَى االله  رَسُوْلَ  فأَتََتْ  ذَلِكَ 

 
Artinya: “Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah ra: Bahwa 
ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas 

                                                           
38 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, 120.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 
 

ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya 
kepada Rasulullah SAW.  Maka beliau membatalkannya.” 
(HR.Bukhari).39 
 
Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  71 perkawinan yang 

dapat dibatalkan apabila:  

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

b. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui masih  

menjadi  istri pria yang mafqu>d. 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami 

yang lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.40 

Permohonan  pembatalan  perkawinan dapat diajukan  kepada  

pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan 

atau di tempat tinggal  suami-isteri,  suami  atau  isteri  (Pasal  25  UU  

No.  1  tahun  1974).  

Jadi  instansi  pemerintah  atau  lembaga  lain  di  luar  pengadilan  

atau siapapun  juga  tidak  berwenang  untuk  menyatakan  batalnya  

suatu perkawinan.  Pengadilan  yang  dimaksud  adalah  pengadilan  

                                                           
39 Imam Muhammad Bin Al Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2002),1297. 
40 Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
40. 
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agama  bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi 

lainnya (Pasal 63 UU No. 1 tahun 1974. 

Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  putusan  Pengadilan 

yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku  sejak  saat 

berlangsungnya  perkawinan  Pasal  28  ayat  (1).  Dalam  peraturan 

Pemerintah  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan  

mengatur lebih  lanjut  mengenai  beberapa  masalah  penting  yang  

berkaitan  erat dengan  pembatalan  perkawinan.  

 
C. Pemalsuan Status 

1. Pengertian pemalsuan status perkawinan 

           Fikih Islam mengenal pemalsuan dengan istilah gharar (ketidak 

pastian). Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui 

barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan. Gharar adalah  

suatu  tindakan  yang  di  dalamnya  diperkirakan tidak  ada  unsur 

kerelaan. 

           Gharar merupakan salah  satu  penyebab  terjadinya  fasad. Fasad 

dimaknai sebagai perubahan sesuatu dari keadaan normal yang baik 

menjadi tidak normal (rusak), juga dimaknai  batal. Sedangkan  lebih  luas  

lagi, fasad diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan  

aturan seperti kezaliman, fitnah,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu, akad  

merupakan  unsur penting  dalam  suatu  perikatan  untuk  menghindari  

ketidakjelasan  dan memperjelas tujuan. Gharar merupakan  salah  satu  
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unsur yang  dapat  membatalkan  akad. Perkawinan yang dilaksanakan 

dengan pemalsuan sudah sepatutnya  untuk  dibatalkan.41 

           Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau 

benda statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipuan. 

Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian 

identitas. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan 

obyek yang dihasilkan atau di ubah. Menurut kamus hukum pemalsuan 

adalah lampau waktu, lampau waktu dapat menimbulkan beberapa 

keadaan. 

Suami ialah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita sesuai 

dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan 

Undang-undang perkawinan. Islam menempatkan perkawinan sebagai 

sesuatu yang suci dan memiliki ketinggian nilai.  

Pemalsuan status secara bahasa adalah perkataan tidak benar atau 

bohong. Adapun seseorang yang telah melakukan pemalsuan status 

atapun identitas disebut pemalsu status dengan mendapat awalan “pe” 

dari kata dasar “palsu” yang berarti orang yang berkata tidak benar atau 

pembohong.42Selain dapat merugikan diri sendiri. Pemalsuan status 

perkawinan termasuk salah satu penyelewengan perkataan yang dapat 

menyakiti hati seseorang.  

                                                           
41

http://syakirsula.com/index.php?option=com.content%view=article%id=162:ghararketidakpasti
an-dalam-asuransi-syariah%catid=32:asuransi-syari’ah%itemid=76 diakses tanggal 15 Mei 2015. 
42 W.J.S Poerwadaminta, kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: Djambatan, 1998),264. 
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Penipuan  dalam  hukum  pidana  disebut  juga  dengan  kejahatan.  

Penipuan masuk  kedalam  hukum  pidana  (delik  pidana)  Pasal  378 

KUHP. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan 

melawan hak bermaksud hendak menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  

lain. “Melawan hak’’ disini bisa dicontohkan memakai nama  palsu,  

perkataan-perkataan bohong  dan  sebagainya. Pada Penipuan ada unsur 

kesengajaan pada diri pelakunya.43 

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu 

ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah 

proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang 

memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu 

masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan 

untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu 

kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. 

Jadi pemalsuan status disini  adalah suami yang melakukan 

pemalsuan statusnya atau sudah berbohong mengenai status dirinya yang 

asli kepada istrinya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya (kebohongan tertulis). 

  

                                                           
43 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 378, Cet:1(Surabaya: Grahamedia 
Press,2012),106. 




